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BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR a^TAHUNaOlS

TEN »'ANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Mutasi Pejabat Ferangkat Daerah pada
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Barru sehingga Peraturan Bupati Barru Nomor 1
Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran dan
Pertanggungjawaban Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018
perlu diubah dan disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barru
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Baru Nomor 1 Tahun
2018 tentang Penetapan Besaran dan Pertanggungjawaban
Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendeiharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

5. Undang-Undsing Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
dan Pengelolaan Tsmggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembargui Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah b eberapakali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daeredi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambaheui Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturein Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahein (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Peruhahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33

Tahun 2017 tentang Pedoman Penjoisunan Anggaran

Pendapatan deui Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor

29 Tambahan Lembaran Daerah Kahupaten Barru Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dstn Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru
Nomor 37);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Barru Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2017 Nomor 14);

22. Peraturan Bupati Barru Nomor 43 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata

Keija Sekretariat Daerah Kabupaten Barru (Berita Daerah

Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 44);

23. Peraturan Bupati Barru Nomor 40 Tahun 2017 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah

Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 41);

24. Peraturan Bupati Barru Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Penetapan Besaran dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan

Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun

2018 Nomor 1);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN TAHUN

ANGGARAN 2018.

Pasal I

Terdapat perubahan pada Lampiran Pasal 2 dengan menambahkan Besaran

Uang Persediaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

Kabupaten Barru sehingga Pasal 2 Peraturan Bupati Barru Nomor 1 Tahun 2018

tentang Penetapan Besaran dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Tahun

Anggaran 2018, berbunyi :

Pasal 2

(1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD, kepada SKPD diberikan

Uang Persediaan melalui SPP-UP.

(2) SPP Uang Persediaan (SPP-UP) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.

(3) Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk setiap SKPD

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

Pad^i^tanggal 6 TXitf
^BOTjm BARRU,

'IISU^^I SALEH
Diundangkan di Barru 1
Pada tanggal 8

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2018 NOMOR
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATl BARRU

Nomor : TOhisr)

Tanggal : S ̂  ^ ̂ '"VOi %

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATl BARRU NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2018

(Dalam RupiahJ

NO UNIT KERJA
JUMLAH UANG

PERSEDIAAN

43 Bagian Barang dan Jasa 50.000.000

ATI BARRUf

S rARDI SALEH


